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ABSTRACT

The crime of kidnapping is the unlawful deprivation of a person's liberty with the
intent (0 place them under the control of the perpetrator or another person, or to
place them in a state of distress. The research questions are: how the legal
regulations govern the crime of child kidnapping in Indonesia, how the perpetrators
of child kidnapping are held accountable based on Simalungun District Court
Decision Number 272/Pid.Sus/2024/PN Sim, and what legal considerations were
applied by the judge in Simalungun District Court Decision Number
272/Pid.Sus/2024/PN Sim. This research s descriptive in nature, and the approach
used is normative juridical research, and the data obtained are analyzed
qualitatively. Based on the research results, it is known that the criminal law
regulations for child abduction in Indonesia are contained in the Criminal Code
(KUHP) and the Child Protection Law (UU Perlindungan Anak). Article 330 of the
Criminal Code regulates the withdrawal of minors from the authority of their
parents, while Article 83 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection more
specifically regulates child abduction with the threat of a maximum prison sentence
of 15 years and a fine. The responsibility of the perpetrator of the crime of child
abduction based on the Decision of the Simalungun District Court Number 272 /
Pid.Sus / 2024/ PN Sim s that the perpetrator is punished with imprisonment for
4 (four) years and a fine of Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiah) with the
provision that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three)
months. The judge's legal considerations in the Simalungun District Court Decision
Number 272/Pid.Sus/2024/PN Sim were that all clements of Article 83 of Law of
the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments 1o Law
Number 23 of 2002 concerning Child Protection had been fulfilled, thus the
defeygumt=ug declared legally and convincingly proven to have commitied the
o { in the first alternative charge. During the trial, the Panel of
grounds that could eliminate criminal liability, cither as
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ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU 

TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sim)
Zebriadi Sibarani
NPM : 235114218
Tindak pidana penculikan adalah perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkannya di bawah kekuasaan pelaku atau orang lain, atau untuk menempatkannya dalam keadaan sengsara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penculikan anak di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban  pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  pengaturan hukum pidana penculikan anak di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 330 KUHP mengatur tentang menarik anak di bawah umur dari kekuasaan orang tuanya, sementara Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih spesifik mengatur penculikan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim adalah pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan  hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim adalah semua unsur  Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.
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